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PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, 





Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Pendapatan Asli 
Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap 
pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota eks karesidenan surakarta dari tahun 
2007-2014. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengumpulkan 
data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah dan dari website resmi 
www.djpk.depkeu.go.id. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 
kabupaten/kota eks Surakarta yang berjumlah 7 kabupaten/kota dengan jumlah 
tahun dari 2007-2014. Penelitian ini menggunakan metode  analisis regresi 
berganda.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Pendapatan Asli Daerah 
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kab/kota eks 
karesidenan Surakarta. (2) Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi di kab/kota eks karesidenan Surakarta. (3) Dana Alokasi 
Khusus berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kab/kota eks 
karesidenan Surakarta. Belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi di kab/kota eks karesidenan Surakarta. 
Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 





This research was aimed to analyse the effect of own-source revenue, 
general allocation fund, special allocation fund, and capital expenditure to 
economic growth in distric or urban ex Surakarta from 2007 to 2014. This 
research used secondary data which collected from Statistic Indonesian (BPS) of 
Central Java and from formal website www.djpk.depkeu.go.id. Population and of 
sample weared at this research are distric or urban ex Surakarta amounting 7 
distric or urban spanned time of year 2007-2014. the reseacrh uses multiple 
regression analysis method.  
The result of this research show that: (1) own-resource revenue has 
significant influence on economic growth in distric or urban ex Surakarta. (2) 
general allocation fund has significant influence on economic growth in distric or 
urban ex Surakarta. (3) special allocation fund has significant influence on 
economic growth in distric or urban ex Surakarta. (4) capital expenditure has no 
significant effect on economic growth in distric or urban ex Surakarta. 
Keywords: own-source revenue, general allocation fund, special allocation 






Pada tahun 2004 pemerintah melakukan revisi UU No. 22 tahun 1999 
menjadi UU No. 31 tahun 2004  tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 
tahun 1999 menjadi UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Pusat dan Daerah. Undang-undang ini secara tidak langsung mengubah pola 
pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dari pola 
sentralisasi menjadi desentralisasi.  
Desentralisasi akan memberi kebebasan kepada pemerintah daerah 
untuk membuat kebijakan-kebijakan dan rencana keuangan sendiri, sehingga 
akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Siagan 
(2010) dalam Putri (2015), keputusan menerapkan desentralisasi fiskal 
menuntut adanya peningkatan ekonomi di daerah karena prinsip dasar 
pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah “money follows 
functions”, yaitu fungsi pokok pelayanan publik di daerah, dengan adanya 
dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan 
kepada daerah.  
Menurut Ahmad Yani (2008:44) dalam Triani (2015), Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari 
sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Selain pendapatan asli daerah (PAD), setiap daerah baik kabupaten maupun 
kota memiliki sumber pendapatan lain yaitu dana perimbangan. Dana 
perimbangan yaitu dana yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagai wujud 
pelaksanaan sistem desentralisasi. Dana perimbangan terbagi atas tiga 
komponen yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), 
dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dalam penelitian ini peneliti hanya 
memfokuskan penelitian pada dua komponen dana perimbangan yaitu Dana 
Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). 
Menurut Peraturan Presiden No. 2 tahun 2014, Dana alokasi Umum 
(DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah 
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untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 
Salah satu tujuan pemerintah pusat memberikan bantuan dalam bentuk Dana 
Alokasi Umum (DAU) kepada pemerintah daerah yaitu untuk merangsang 
pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jadi dapat dimaknai bahwa semakin 
besar proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan oleh pemerintah 
pusat kepada pemerintah daerah maka semakin besar pula pertumbuhan 
ekonomi yang akan diperoleh oleh suatu daerah (Triani: 2015).  
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN 
yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan-
kebutuhan tertentu (Ahmad Yani 2008: 165) dalam Triani (2015). DAK 
bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 
urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.  
Faktor penentu pertumbuhan ekonomi selanjutnya adalah belanja 
modal. Belanja modal pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan 
ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan parameter dari 
suatu kegiatan pembangunan, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi 
dapat mengukur tingkat perkembangan aktivitas pada sektor-sektor ekonomi 
dalam suatu perekonomian. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1. Populasi, Sampel dan teknik Sampling 
Populasi dalam penelitian ini berupa laporan realisasi APBD 
kabupaten/kota di karesidenan Surakarta dari periode 2007-2014. Sampel 
yang digunakan berupa 7 kabupaten/kota yang berada di karesidenan 
Surakarta. Tujuh kota/kabupaten tersebut antara lain, kabupaten Boyolali, 
kabupaten Karanganyar, kabupaten Klaten, kabupaten Sragen, kabupaten 
Sukoharjo, kabupaten Wonogiri, dan kota Surakarta. Teknik  sampling  yang 
digunakan adalah non probability sampling dengan teknik sampling jenuh, 
adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan 
sebagai sampel. Penelitian ini mengambil data yang ada di website resmi 
www.bps.jateng.go.id dan www.djpk.depkeu.go.id dari tahun 2007-2014, 
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dengan jumlah sampel sebanya 7 pemerintah kabupaten/kota, maka jumlah 
sampel penelitian keseluruhan menjadi 8 tahun x 7 kab/kota = 56 data laporan 
realisasi anggaran. 
 
2.2. Definisi operasional variabel dan pengukurannya 
a. Variabel dependen 
Pertumbuhan Ekonomi 
Menurut Prof. Simon Kuznets pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan 
jangka panjang kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin 
banyak jenis barang-barang ekonomi bagi para penduduknya (Pribadi, dkk. 
2015).  
Pertumbuhan ekonomi suatu negara/daerah diketahui dari kenaikan 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Setiap negara/daerah mempunyai 
kesempatan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi oleh kaerena faktor-
faktor produksi bertambah dari satu periode ke periode lain, sehingga 
pendapatan nasional/daerah dapat ditingkatkan. 
 
b. Variabel independen 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Menurut Ahmad Yani (2008: 44) dalam Triani (2015), Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber 
dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin tinggi peranan 
PAD terhadap APBD maka semakin berhasil pula usaha pemerintah dalam 
membiayai penyelenggaraan dan pembangunan. Dari pengertian diatas maka 






PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengolahan Kekayaan  
Daerah Yang Di pisahkan + Lain-lain Pendapatan yang Sah. 
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Dana Alokasi Umum 
Menurut Peraturan Presiden No. 2 tahun 2014 tentang dana alokasi 
umum daerah provinsi dan kabupaten/kota, Dana alokasi Umum (DAU) 
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan 
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk 
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah 
dana alokasi umum diukur dalam satuan miliar rupiah melalui besarnya DAU 
yang diperoleh daerah kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran. 
Dana Alokasi Khusus (DAK)  
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, 
yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan-
kebutuhan tertentu (Ahmad Yani 2008: 165) dalam Triani (2015). DAK 
bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 
urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kegiatan khusus tersebut 
ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan memprioritaskan kegiatan 
pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana 
fisik untuk melakukan pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis 
yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Jumlah dana 
alokasi khusus diukur dalam satuan miliar rupiah melalui besarnya DAK 
yang diperoleh daerah kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran. 
Belanja Modal 
Kemudian, menurut PSAP No. 2 Paragraf 37 tahun 2010 tentang 
laporan realisasi anggaran, belanja modal adalah pengeluaran anggraran 
untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 
satu periode akuntansi.  Belanja modal meliputi antara lain belanja modal 
untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, belanja 
modal untuk jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tak berwujud.  
Variabel ini diukur dalam satuan miliar rupiah melalui besarnya 
realisasi belanja modal daerah kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran 




3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Uji Asumsi Klasik 
Uji Normalitas 
Uji normalitas dalam penelitian ini digunakan untuk dapat mengetahui 
apakah dalam model regresi, data dari masing-masing variabel tersebut 
memiliki distribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan 
uji statistik non parametric Kolmogorov-Smirnov (K-S). Nilai Kolmogorov-
Smirnov (K-S) sebesar 0,547 dan nilai sig. sebesar 92,6% dengan demikian 
dinyatakan data berdistribusi normal, karena nilai signifikansi lebih besar dari 
0,05. 
Uji Multikolinieritas 
Analisis ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 
adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolinieritas dalam 
model regresi dapat dilihat dari tolerace dan Varians Inflation Factor (VIF).  
Nilai tolerance lebih dari 0.10 atau sama dengan nilai VIF lebih kecil 
dari 10, oleh karena itu dapat dikatakan data tersebut tidak terjadi 
multikolinearitas. 
Uji Heteroskedastistias 
Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah 
model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas suatu 
pengamatan ke pengamatan lain. Uji heteroskesdatisitas dalam penelitian ini 
menggunakan uji park. Apabila nilai signifikansi yang diperoleh >0,05 maka 
tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya jika signifikansi yang diperoleh < 
0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.  
Berdasarkan hasil uji park yang dilakukan dari ke-empat variabel 
independen tidak terjadi heteroskedastisitas karena memiliki nilai signifikansi 
lebih dari 0.05. 
Uji Autokorelasi 
Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear 
ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 
pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Dalam penelitian ini untuk 
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menguji ada tidaknya autokorelasi yaitu dengan menggunakan uji run (runs 
test). 
Dari hasil pengujian runs test diperoleh nilai Z 0,270 dan asymp.sig.(2-
tailed) sebesar 0,787 atau lebih besar dari level of significant sebesar 5%, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terbebas dari 
autokorelasi. 
 
3.2. Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi 
Berdasarkan uji t diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
mempunyai nilai thitung sebesar 10,096 lebih besar dibandingkan dengan nilai 
ttabel sebesar 2,00324 dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil 
dari taraf signifikansi 0,05 (0,000 < 0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan 
bahwa PAD berpengaruh dan secara statistik signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi, maka H1 diterima. 
Hasil ini diartikan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) yang dihasilkan pada kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta maka 
pertumbuhan ekonomi yang dicapai juga akan semakin tinggi pula. Hal ini 
dikarenakan semakin tinggi jumlah pendapatan suatu daerah akan 
mendongkrak pertumbuhan ekonomi suatu daerah tersebut.  
Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Putri (2015), 
Nopiani, dkk (2016), Triani (2015), dan Mawarni, dkk (2013) yang 
menyatakan bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) berpengaruh positif 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
Berdasarkan uji t diketahui bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) 
mempunyai nilai thitung sebesar 7,780 lebih besar dibandingkan dengan nilai 
ttabel sebesar 2,00324 dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil 
dari taraf signifikansi 0,05 (0,000 < 0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan 
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bahwa DAU berpengaruh dan secara statistik signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi, maka H2 diterima. 
Hasil ini mengartikan bahwa semakin besar Dana Alokasi Umum 
(DAU) yang diterima kabupaten/kota eks Kresidenan Surakarta akan 
mendorong naiknya tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Hal ini 
dikarenakan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan dari pusat kesetiap 
daerah akan digunakan untuk mendanai proses pembangunan daerah melalui 
belanja langsung dalam upaya penigkatan pertumbuhan ekonomi secara 
umum. 
Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 
Triani (2015), Wijayanti dan Ida (2015)  yang menyatakan bahwa Dana 
Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi. 
Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
Berdasarkan uji t diketahui bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) 
mempunyai nilai thitung sebesar -2,448 lebih kecil dibandingkan dengan nilai 
ttabel sebesar 2,00324 dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,018 lebih kecil 
dari taraf signifikansi 0,05 (0,018 < 0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan 
bahwa DAK berpengaruh dan secara statistik signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi, maka H3 diterima. 
Hasil ini menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus ( DAK) 
berpengaruh negatif dengan pertumbuhan ekonomi, artinya semakin tinggi 
jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima pemerintah 
kabupaten/kota eks karesidenan Surakarta, maka pertumbuhan ekonomi 
semakin rendah. Ini dikarenakan besarnya DAK yang diterima pemerintah 
daerah hanya digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan 
urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional sesuai dengan fungsi yang 
ditetapkan dalam APBN, misalnya dana alokasi khusus untuk Kota Surakarta 
digunakan untuk menanggulangi bencana banjir, sehingga DAK dialokasikan 
untuk revitalisasi gorong-gorong. Secara tidak langsung selama pelaksanaan 
revitalisasi gorong-gorong juga ikut merusak infrastuktur lainnya. Hal ini 
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yang menyebabkan DAK berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan 
ekonomi.  
Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Triani (2015) 
yang menjelaskan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) berhubungan 
negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/ Kota Sumatera Barat. 
Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
Berdasarkan uji t diketahui bahwa Belanja Modal mempunyai nilai 
thitung sebesar -1,529 lebih kecil dibandingkan dengan nilai ttabel sebesar 
2,00324 dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,132 lebih besar dari taraf 
signifikansi 0,05 (0,132 > 0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 
Belanja Modal tidak berpengaruh dan secara statistik tidak signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi, maka H4 ditolak. 
Hasil ini menjelaskan bahwa belanja modal kabupaten/kota eks 
karesidenan Surakarta tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi. Hal ini bisa terjadi dikarenakan belanja modal yang ada pada 
daerah dinilai belum dapat dinikmati dalam kurun waktu yang pendek dan 
dampaknya belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada daerah 
bersangkutan. Artinya hasil alokasi belanja modal belum dapat dinikmati 
selama dalam kurun waktu  pembangunan yang masih berjalan sehingga 
belum memperoleh hasil dari belanja modal tersebut. 
Hasil ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mawarni, 
dkk (2013) yang menyimpulkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh 




Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, 
maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh positif 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota eks 
Karesidenan Surakarta tahun 2007-2014.  
10 
 
2. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh positif 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota eks 
Karesidenan Surakarta tahun 2007-2014.  
3. Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai pengaruh negatif 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota eks 
Karesidenan Surakarta tahun 2007-2014.  
4. Variabel Belanja Modal tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta 
tahun 2007-2014. 
 
4.2. Keterbatasan Penelitian 
Dalam melakukan penelitian ini tentu terdapat beberapa keterbatasan 
yang dialami oleh peneliti, namu diharapkan keterbatasan ini tidak 
mengurangi manfaat yang ingin dicapai. Keterbatasan tersebut antara lain: 
1. Penelitian ini hanya meneliti 4 variabel yaitu, Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan 
Belanja Modal dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di 
kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta tahun 2007-2014, sehingga 
faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tidak 
dapat diungkapkan dalam penelitian ini. 
2. Pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas, yaitu 
hanya pada kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta, sehingga hasil 
penelitian kurang dapat diberlakukan untuk daerah diluar kabupaten/kota 
eks Karesidenan Surakarta. 
 
4.3. Saran 
Berdasarkan hasil dari penelitian ini, saran yang dapat disampaikan 
penulis adalah sebagai berikut. 
1. Untuk penelitian berikutnya diharapkan agar memasukkan variabel-
variabel lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, misalnya 
tingkat inflasi, Dana Bagi Hasil (DBH), dan lain-lain. 
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2. Dalam pemilihan sampel diharapkan bagi peneliti yang mendatang dapat 
memperluar atau menambah sampel penelitian, misalnya menggunakan 
sampel seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. 
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